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Mohamad Saferi Dunggio,S.311005024 Peran legislatif dan eksekutif daerah 
dalam proses pengesahan peraturan daerah Kota Gorontalo menurut Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Tesis. Program 
Studi  Hukum. Progam Pascasarjana Universitas Negeri Sebelas Maret. 
Surakarta,  2016  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Peran legislatif dan eksekutif daerah dalam 
proses pengesahan peraturan daerah Kota Gorontalo menurut Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2) Kendala yang dihadapi oleh 
legislatif dan eksekutif daerah dalam proses pengesahan peraturan daerah Kota 
Gorontalo menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian studi kasus. Rancangan studi kasus 
merupakan salah satu bentuk rancangan kualitatif yang berusaha mendeskripsikan 
suatu latar (setting) atau objek tertentu secara terinci dan mendalam. Data dalam 
penelitian ini diperoleh melalui pengamatan dan wawancara dengan subjek 
penelitian yaitu DPRD Kota Gorontalo dan Pemerintah Kota Gorontalo 
Temuan hasil penelitian adalah pertama, Peran legislatif dan eksekutif daerah  
dalam proses pengesahan peraturan daerah Kota Gorontalo menurut Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi (a) Tahapan secara 
umum penyusunan Perda; (b) Tahapan Penyusunan Perda oleh pihak Eksekutif Kota 
Gorontalo, (c) penyusunan naskah akademik. Kedua, kendala yang Mempengaruhi 
Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kota 
Gorontalo meliputi: (a) Sumber Daya Manusia, (b) Ketersediaan Anggaran, (c)  
Waktu Penyusunan (d) Peraturan Perundang-undangan. 
 




















Mohamad Saferi Dunggio, S.311005024 role of the legislature and the executive in 
the area of regional regulatory approval process Gorontalo according to Law 
Number 23 Year 2014 About the Regional Government. Thesis. Legal Studies 
Program. Graduate Program, State University of March. Surakarta, 2016 
 
The purpose of this study was to: (1) The role of the legislative and executive areas in 
the validation process of local regulations Gorontalo according to Law Number 23 
Year 2014 on Regional Government, (2) Constraints faced by the legislative and 
executive areas in the validation process of local regulations Cities Gorontalo 
according to Law Number 23 Year 2014 on Regional Government. 
 
This study is a case study. Case study design is a form of qualitative tried to describe 
the design of a background (setting) or specific objects in detail and depth. The data 
in this study were obtained through observations and interviews with research 
subjects, namely Gorontalo City Council and the City Government of Gorontalo 
The findings of the study are first, the role of the legislative and executive branches in 
the area of regional regulatory approval process Gorontalo according to Law 
Number 23 Year 2014 on Regional Government, include (a) Stages generally 
lawmaking; (B) Stages Lawmaking by the executive Gorontalo, (c) academic papers. 
Second, the obstacles that Affect Implementation of Law Number 23 Year 2014 on 
Regional Government of Gorontalo include: (a) Human Resources, (b) Availability of 
Budget, (c) Preparation Time (d) Legislation. 
 
 
Keywords: Role, Legislative and executive 
 
